
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 11 TAHUN  2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat 
(3), Pasal 16 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4) dan 
Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan 
dan Permukiman, telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara 
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas  pada Kawasan 
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman 
kepada Pemerintah Daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait
kewajiban penyediaan pemakaman yang merupakan bagian
dari penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan
dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyerahan Prasarana, Sarana  dan Utilitas  pada Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
kepada Pemerintah Daerah.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat  :  1..Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan  Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

 
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 
 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak 
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6630); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas dan Permukiman di Daerah; 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2005 Nomor1/E); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada 
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 5); 
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan 
di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 1); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3); 

 
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan 
Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90); 

 
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana  dan 
Utilitas  pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan 
dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 130). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 131 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS  PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH 
DAERAH. 
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Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana 
dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan 
dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 130) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan ayat (9) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

 Pasal 5 
 

(1) Perusahaan/Pengembang perumahan dan permukiman 
wajib menyediakan pemakaman paling kurang seluas 2% 
(dua persen) dari luas lahan keseluruhan. 

 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari kewajiban penyediaan prasarana, 
sarana dan utilitas yang akan diserahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

 
(3) Apabila prasarana, sarana dan utilitas yang akan 

diserahkan dalam site plan telah memenuhi komposisi 
prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) namun belum termasuk makam, 
maka pengembang tetap dikenakan tambahan kewajiban 
menyediakan pemakaman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 
(4) Penyediaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: 
 

a. membangun atau mengembangkan makam di dalam 
atau di luar lokasi pembangunan perumahan paling 
kurang seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas 
lahan sebagaimana tercantum dalam KKKPR (site 
plan); atau 

 
b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada 

Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas 
lahan sebagaimana tercantum dalam KKKPR (site 
plan) dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah 
di lokasi pembangunan perumahan pada waktu 
KKKPR (site plan) diterbitkan yang akan digunakan 
untuk pembangunan dan/atau pengembangan 
makam milik Pemerintah Daerah. 
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(5) Dalam hal lahan yang dipergunakan untuk 

pembangunan perumahan dalam satu KKKPR (site plan), 
memiliki lebih dari 1 (satu) bukti kepemilikan dengan 
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang berbeda, 
maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang 
dipergunakan untuk menghitung kompensasi berupa 
uang adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang 
tertinggi. 

 
(6) Dalam hal terdapat replanning atau revisi KKKPR (site 

plan) berupa penambahan luas lahan, maka Pengembang 
perumahan dan pemukiman wajib menambah 
penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman 
berupa lahan atau kompensasi uang, dengan 
perhitungan sebagai berikut: 

 

a. 2% (dua persen) dari luas lahan tambahan, apabila 
dilakukan dengan cara membangun/mengembangkan 
makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan 
perumahan; dan/atau 

 

b. 2% (dua persen) dari luas lahan tambahan dikalikan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi lahan 
tambahan pada saat replanning atau revisi KKKPR 
(site plan) diterbitkan, apabila dilakukan dengan cara 
penyerahan kompensasi berupa uang. 

 
(7) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Walikota sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 
(8) Penyediaan tempat pemakaman di luar lokasi 

pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a dan ayat (6) huruf a, dapat dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, 

setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup; atau 

 
b. lahan milik Pengembang yang dibuktikan dengan 

bukti kepemilikan atas nama Pengembang dan tidak 
dalam sengketa/konflik; 

 
c. lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
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(9) Dalam hal terdapat rencana pembangunan Pemerintah 

Daerah atas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
huruf b dan/atau kepentingan masyarakat, maka dapat 
dilakukan konversi lahan makam pada tanah aset 
Pemerintah Daerah sebagai lahan pengganti makam 
tersebut seluas kewajiban makam sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (4) huruf a.  

 
(10) Penghitungan kompensasi makam berupa uang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat 
(6) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai. 

 
(11) Tim penilai untuk perhitungan kompensasi makam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

 
(12) Hasil penghitungan kompensasi berupa uang yang 

dilakukan oleh tim penilai untuk perhitungan 
kompensasi makam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 32 

 
(1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur sebagai 
berikut: 

 
a. Ketua Tim Verifikasi dapat menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada perusahaan/Pengembang 
yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan 
utilitas kepada Pemerintah Daerah; 

 

b. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan 
prasarana, sarana dan utilitas secara fisik kepada 
Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah 
selaku ketua Tim Verifikasi dan kepada Kepala Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan selaku sekretaris Tim Verifikasi, dengan 
melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

 

1. Nomor Induk Kependudukan Pemohon;  
 

2. fotokopi Akta Pendirian badan usaha/badan 
hukum penyelenggara perumahan/permukiman 
dan/atau  perubahannya yang telah mendapat 
pengesahan dari pejabat yang berwenang;  
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3.  fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 

Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir 
sesuai ketentuan yang berlaku: 

 

a) terhadap Pengembang yang telah melakukan 
BAST Administrasi, dapat mengajukan 
Permohonan Pembatalan PBB; 

 

b) terhadap lokasi prasarana, sarana dan utilitas yang 
telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, 
dapat mengajukan permohonan pemutihan. 

 
4. asli sertipikat tanah atas nama pengembang yang 

peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan 
utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah 

 
5. fotokopi alas hak prasarana, sarana dan utilitas 

yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah,  
antara lain dapat berupa peta bidang, sertifikat, 
alas hak sisa induk dengan peruntukan PSU, 
sertifikat atas nama anak perusahaan/pihak lain 
dengan dilengkapi perjanjian kerjasama 

 
6. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning 

dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan 
ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

 
7. fotokopi akta notaris pernyataan pelepasan hak atas 

tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan 
utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada 
Pemerintah Daerah; dan 

 
8. Persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas 

yang akan diserahkan dengan persyaratan yang 
ditetapkan. 

 
c. Dalam hal asli sertipikat tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a angka 4 hilang, maka 
menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang 
dibuat oleh pengembang dan Peta Bidang yang 
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan;  
 

d. Dalam hal Pengembang melakukan kerjasama dengan 
pihak lain sehingga asli sertipikat tanah sebagaimana 
dimaksud pada pada ayat (1) huruf a angka 4 
belum/bukan atas nama Pengembang, maka harus 
dilengkapi dengan hubungan hukum antara 
Pengembang dan pihak lain Pemilik Alas Hak yang 
menyatakan bahwa Pengembang yang mempunyai hak 
dan berwenang untuk menyerahkan PSU dan tetap 
dikenakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan;  
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e. Walikota menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk 

memproses  permohonan penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas secarafisik sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
 

f. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi 
menugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selaku 
sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan 
berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi 
guna dilakukan penelitian terhadap berkas 
permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing Perangkat  Daerah/Unit Kerja; 

 
g. Tim verifikasi mengundang Pemohon guna: 

 
1. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan 

utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah oleh  Pengembang; 

 

2. pembahasan secara administrasi mengenai 
prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh 
pengembang; 

 

3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap 
perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan 
utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah. 

 

h. Apabila pada saat rapat dengan terdapat persyaratan 
administrasiyang belum sesuai dengan yang 
dipersyaratkan maka Pemohon harus segera 
melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat 
bersama Tim Verifikasi;  

 

i. persyaratan administrasi disampaikan oleh Pemohon 
kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman serta Pertanahan selaku sekretaris Tim 
Verifikasi dan secara simultan Tim Verifikasi 
melakukan survey dalam rangka evaluasi dan verifikasi 
fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
diserahkan; 
 

j. SKPD/Unit Kerja teknis yang menjadi anggota Tim 
Verifikasi  melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap 
prasarana, sarana danutilitas yang akan diserahkan, 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang 
hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 
selaku sekretaris Tim Verifikasi paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja sejak rapat pembahasan penyerahan 
prasarana, sarana dan utilitas secara fisik; 
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k. selanjutnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan selaku 
sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi 
dan Pengembang, guna: 

 

1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi 
dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang 
akan diserahkan oleh Pengembang kepada 
Pemerintah Daerah;  

 

2. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar 
dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan 
Utilitas yang diserahkan; 

 

3. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik 
Prasarana, Sarana dan Utilitas;  

 

4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap 
perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan 
utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang 
kepada Pemerintah Daerah. 

 

l. apabila prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah 
Daerah belum sesuai dengan persyaratan teknis dan 
administrasi yang ditentukan olehPemerintah Daerah, 
serta sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan 
Pemerintah Daerah maka Pengembang wajib 
menyesuaikan dengan persyaratan yang telah 
ditentukan: 
 

1. menyesuaikan lahan prasarana, sarana dan utilitas 
yang proporsinya sesuai dengan ketentuan pada 
saat KKKPR (site plan) dikeluarkan dalam satu 
kawasan;  
 

2. mengganti lahan prasarana, sarana dan utilitas di 
dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan 
di wilayah Kota Surabaya dengan luasan paling 
sedikit sama dengan dan mempertimbangkan 
kesesuaian tata ruang; atau 

 

3. mengganti selisih prasarana, sarana dan utilitas 
berupa uang yang nilainya paling sedikit sama 
dengan harga lahan di lokasi pembangunan 
perumahan dengan menggunakan perhitungan Nilai 
Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah tertinggi pada saat 
permohonan serah terima diajukan. 

 
m. setelah prasarana, sarana dan utilitas yang akan 

diserahkan oleh  Pengembang kepada Pemerintah 
Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara 
Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap 
Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan 
Utilitas yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan 
Pimpinan Perusahaan/Pengembang;  
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n. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi 

Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis 
Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan, 
Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
serta Pertanahan selaku sekretaris Tim Verifikasi 
menyiapkan Konsep Laporan Tim Verifikasi tentang 
hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan 
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik 
yang diajukan Pemohon/Pengembang guna 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua 
Tim Verifikasi; 

 

o. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan 
verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas secara fisik disampaikan kepada 
Walikota untuk mendapatkan persetujuan dengan 
dilampiri Konsep Surat Walikota kepada Pengembang 
tentang persetujuan penyerahan Prasarana, Sarana 
dan Utilitas secara fisik; 

 

p. berdasarkan Surat Walikota sebagaimana dimaksud 
pada huruf l, dilakukan penandatanganan Berita Acara 
Serah Terima Fisik antara Walikota dengan Pimpinan 
Perusahaan/Pengembang; 

 

q. Berita Acara Serah Terima, dilampiri: 
 

1. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning 
dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan 
ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 
 

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan 
terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, 
Sarana dan Utilitas yang diserahkan; 

 

3. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan 
verifikasi terhadap permohonan penyerahan 
prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang 
diajukan Pemohon/Pengembang; 

 

4. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas 
tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan 
utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada 
Pemerintah Daerah; dan 

 
5. asli sertipikat tanah atas nama Pengembang atau atas 

nama Pemerintah Daerah/bukti peralihan hak atas 
tanah kepada Pengembang yang peruntukkannya  
sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah. 
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(2) Pengembang wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah 

untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 4 atas nama Pemerintah Daerah paling lambat 3 
(tiga) bulan sejak BAST Fisik. 

 
(3) BAST Fisik beserta lampirannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf q disimpan oleh  Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 
selaku Sekretaris Tim Verifikasi. 

 
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pernah disampaikan oleh Pemohon, maka Pemohon 
tidak perlu menyampaikan kembali persyaratan dimaksud. 

 
 

Pasal II 
 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Februari 2024 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

   
 ttd 
 

ERI CAHYADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ......  
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Februari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 12 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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